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MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan kesepakatan rahasia,
jangan untuk membuat dosa, serta pembangkangan terhadap rosul, tetapi
berundinglah atas dasar kebaikan dan ketagwaan. Bertagwal ah kepada Allah, yang
kepada-Nya kamu semua akan dikumpulkan”. *

1 @S. Al-Mujaadilah, 58:9. Al Qur’an dan Terjemahan. (Bandung: Penerbit Diponegoro)
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RINGKASAN

Beragamnya praktek persekongkolan dalam tender yang terjadi dilapangan dapat
menghalangi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha yang satu
dengan pelaku usaha yang lainnya. Persekongkolan dalam Tender juga dapat merugikan
panitia pelaksana tender dan pihak peserta tender yang beriktikad baik. Karena itu, tender
sering menjadi perbuatan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan adanya persaingan
usahatidak sehat. Pendekatan sistematis tentang hukum persaingan usaha baru diletakkan
pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 adalah tentang Persekongkolan atau Konspirasi. Persekongkolan
dalam persaingan usaha yang sering terjadi adalah persekongkolan tender sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama dalam tender
pengadaan barang dan jasa. Munculnya permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa
banyak mendapat sorotan. Harus diakui bahwa dalam setiap pengadaan (tender) atau
lelang pengadaan barang dan jasa yang terjadi di pemerintahan, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), ataupun Perusahaan Swasta memang rawan praktik Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (KKN). Persekongkolan tender termasuk salah satu perbuatan yang
dianggap merugikan negara, karena terdapat unsur manipulas harga penawaran, dan
cenderung menguntungkan pihak yang terlibat dalam persekongkolan. Seperti kasus yang
terjadi pada persekongkolan tender dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Tahun Anggaran 2012, dimana pada kasus ini melibatkan empat pelaku usaha sebagai
pihak terlapor, yaitu: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana
Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2012 (Terlapor 1), CV. Burung Nuri (Terlapor 11), CV. Satriya (Terlapor I11), CV.
Ferro (Terlapor 1V).

Penulis mengambil 3 (tiga) permasalahan yang kemudian dibahas dalam skripsi
ini. Pertama, Apa benar terjadi Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Sarana
Peningkatan Mutu pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
Jawa Timur. Kedua, Apakah diperbolehkan Panitia/Pejabat 1elang mengubah persyaratan
dokumen penawaran pada saat Aanwijzing. Ketiga, Apa akibat hukum jika Badan Usaha
telah meminjam nama/memalsukan dokumen perusahaan lain untuk mengikuti Tender
sebagal Peserta Tender.

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara khusus adalah Untuk mengetahui dan
memahami Persekongkolan Tender yang terjadi pada Pengadaan Sarana Peningkatan
Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Tahun Anggaran 2012, Untuk mengetahui atau memahami boleh atau tidak
Panitia/Pgjabat lelang mengubah persyaratan dokumen penawaran pada saat Aanwijzing
dan Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika Badan Usaha telah meminjam
nama/memalsukan dokumen perusahaan lain untuk mengikuti Tender sebagai Peserta
Tender.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Analisa bahan hukum dengan menelaah isu hukum yang digukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi
dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskrips berdasarkan argumentasi yang
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dibangun dari kesimpulan. Hasil pembahasan dan kesimpulan dari penulisan skrips ini
adalah Bahwa benar terjadi Persekongkolan dalam Tender Pengadaan Sarana Peningkatan
Mutu pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor Il dan Terlapor Il yang
telah terbukti melanggar dan telah memenuhi unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999, sedangkan Terlapor 1V tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999. Dan berikut bentuk Persekongkolan yang dilakukan oleh Para
Terlapor yaitu: Persekongkolan Horizontal dilakukan dalam bentuk pengaturan atau
penentuan peserta tender yang dilakukan oleh peserta tender yaitu Terlapor 1l dan
Terlapor 111 yang dikuatkan adanya bukti kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor |1 dan
Terlapor Il melalui Sdr. Riza Febriant dalam rangka mengatur perusahaan Terlapor |11
sebagai pemenang tender perkara a quo, antara lain ditemukan adanya persesuaian
dalam dokumen penawaran Terlapor |1, Terlapor 111, dan Terlapor IV berupa kesamaan
bentuk penyampaian dokumen penawaran, sumber penerbit surat jaminan penawaran,
kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, kesamaan produk yang ditawarkan dan
kesamaan sumber pemberi surat dukungan produk. Sedangkan persekongkolan vertikal
yaitu Terlapor | (‘Panitia’) telah terbukti melakukan tindakan tidak cermat dan lalai yang
dilakukan oleh Terlapor | dalam evaluas dan menghalangi para peserta tender lainnya
dengan menetapkan standar persyaratan secara spesifik dalam dokumen lelang pada saat
aanwijzing, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi penentuan
pemenang tender dan ditemukan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor |
dengan menggugurkan para peserta tender lain yang berpotenss menjadi pemenang pada
tender perkara a quo. Selanjutnya, bahwa tindakan panitia dalam mengubah persyaratan
dokumen penawaran pada saat Aanwijzing, hal tersebut tidak diperbolehkan karena dalam
Pasal 19 Ayat 5 Keppres No. 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa “Dalam mengevaluasi
dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasatidak diperkenankan
mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluas tersebut dengan
alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding”. Perubahan
persyaratan tersebut memberatkan peserta yang lain dan juga dinilai tidak tunduk pada
Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan senggja mengarahkan
aanwijzing dengan cara melibatkan adanya pengakuan dan/atau penghargaan dari
Pustekom Kemendikbud sehingga menyulitkan peserta tender yang lain. Perubahan
persyaratan yang telah dilakukan oleh Panitia tersebut merupakan suatu upaya untuk
menggugurkan peserta tender lain dan memfasilitasi pemenang. Dalam ketentuan Perpres
Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 83 ayat (1) huruf () yang
menyatakan bahwa pelelangan/pemilihan langsung gagal, apabila daam evaluas
penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Selain itu, terkait
pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh CV. Burung Nuri dan CV. Satria yang dibantu
oleh Riza Febriant dalam mengikuti Tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran
2012, maka tindakan tersebut dapat dikenakan Pasal 35 Ayat 7 Keppres No. 80 Tahun
2003 menyatakan bahwa “Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan
KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan
kontrak”. Hal tersebut dilihat dari adanya kesamaan dan kesalahan dalam dokumen
penawaran atas nama CV. Ferro (Terlapor 1V), CV. Eka Harapan, CV Trisula dan CV.
Mecca Artha Abadi yang menurut Majelis Komisi juga merupakan indikasi tindak pidana
pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Riza Febriant untuk memfasilitass CV Burung
Nuri (Terlapor 11) sebagai pemenang tender perkara a quo.
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Saran Penulis, dalam menangani kegiatan persekongkolan dalam tender
tersebut sebaiknya perlu dilakukan upaya-upaya agar tidak terus terjadi tindakan
persekongkolan dalam tender tersebut, terkait hal tersebut KPPU seharusnya lebih
berperan aktif langsung kepada para pelaku usaha, misanya terlibat langsung
dalam kegiatan tender, dan mengadakan penyuluhan langsung kepada para pelaku
usaha mengenai adanya ketentuan tentang larangan praktek persekongkolan dalam
tender, dan diharapkan dengan adanya penyuluhan tersebut para pelaku usaha
mengerti dan tidak melakukan praktek persekongkolan lagi. KPPU, sebagai
lembaga yang berwenang dalam hal ini hanya menunggu untuk menerima laporan
sgja agar bisa mengetahui telah terjadinya suatu tindakan praktek persekongkolan
dalam tender, sehingga KPPU akan terlambat untuk mengetahui telah terjadinya
persekongkolan tersebut, dan hal ini mempengaruhi kurang efektifnya Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999. Selain itu panitia lelang dalam melakukan
penilaian dan evaluasi terhadap semua penawaran harus dengan cara yang bak
dan benar yang diterimanya dari setiap peserta lelang dan tidak melakukan
perubahan persyaratan dokumen penawaran pada saat aanwizing untuk
memfasilitas pemenang tender, hal tersebut sangat merugikan peserta tender yang
lain. Karena Panitia telah melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang fatal
yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, Badan Usaha
seharusnya tidak meminjam nama perusahaan lain apalagi sampai memalsukan
dokumen perusahaan lain untuk mengikuti tender. Karena ha tersebut akan
membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang dan jasa atau
pemerintah maupun Badan Usaha yang dipinjam namanya dan tindakan tersebut
merupakan tindakan yang ilegal, karena peserta lelang terkait penyedia barang dan
jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain harus memiliki keahlian,
pengalaman, kemampuan teknis dan mangjerial untuk menyediakan barang/jasa
(Perpres 54 Tahun 2010 pasal 19 ayat 1b) dan penyedia barang/jasa dilarang
mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan
melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama
kepada penyedia barang/jasa spesialis (Perpres 54 tahun 2010 pasal 87 ayat 3).
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat beragamnya praktek persekongkolan dalam tender yang terjadi
dilapangan tentunya akan menghalangi terciptanya persaingan usaha yang sehat
antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lainnya. Selain itu,
Persekongkolan dalam Tender juga dapat merugikan panitia pel aksana tender dan
pihak peserta tender yang beriktikad balk. Karena itu, tender sering menjadi
perbuatan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak
sehat. Persaingan dalam kegiatan usaha itu sendiri pada prinsipnya, setiap orang
berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa
banyak”, serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan
ekonomi pasar. Sgjalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar tidak dapat
diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan,
pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi.

Aturan hukum untuk persaingan usaha di Indonesia sesungguhnya telah
lama ada. Dalam KUHP, misalnya, dalam Pasal 382 bis. Pasal ini menyatakan :

“Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas
debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang
lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum
atau seorang tertentu diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian
bagi pesaing-pesaingnya atau pesaing-pesaing orang lain itu, karena
persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun
empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 382 bis KUHP sesungguhnya telah merepresentasikan, kendati
belum utuh, tentang filosofi hukum persaingan usaha. Di sini jelas bahwa hukum
persaingan usaha tidak anti persaingan. Justru, hukum persaingan usaha
mengoptimalkan kompetis agar tidak ada penyalahgunaan posis dominan oleh
seorang atau sekelompok pelaku usaha terhadap pelaku usaha yang lain dan

KUHP tidak memberikan sistem pengaturan yang utuh tentang persaingan usaha
1


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

karena dasar pendekatannya memang murni dari aspek hukum pidana semata.
Pendekatan sistematis tentang hukum persaingan usaha baru diletakkan oleh
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang tersebut disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru
efektif berlaku satu tahun kemudian. Salah satu kegiatan yang dilarang dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tentang Persekongkolan atau
Konspirasi. Persekongkolan dalam persaingan usaha yang sering terjadi adalah
persekongkolan tender sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, terutama dalam tender pengadaan barang dan jasa. Akhir-
akhir ini, masalah pengadaan barang dan jasa banyak mendapat sorotan. Harus
diakui bahwa dalam setiap pengadaan (tender) atau lelang pengadaan barang dan
jasa yang terjadi di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ataupun
Perusahaan Swasta memang rawan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Persekongkolan tender termasuk salah satu perbuatan yang dianggap
merugikan negara, karena terdapat unsur manipulas harga penawaran, dan
cenderung menguntungkan pihak yang terlibat dalam persekongkolan.

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur pertentangan kepentingan
antar pelaku dimana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku
usaha lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha pada dasarnya
merupakan sengketa perdata® Lebih dari itu pelanggaran terhadap hukum
persaingan mempunya unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini
disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan
merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Dalam konteks
itulah hukum privat menjadi hukum publik. Selain Penegakan hukum secara
perdata penegakan hukum persaingan dilakukan juga secara pidana. Penegakan
hukum dilakukan oleh para pihak, maka tidak akan menjadi positif disebabkan

!Dalam penegakan hukum persaingan usaha para komisioner harus terbiasa melakukan
analisis ekonomi dan juga hukum sebab keduanya saling terkait erat, penjelasan Ketua KPPU Dr.
Syamsul Ma’arif pada perkuliahan Hukum Persaingan Usaha Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Tahun 2006.
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tidak adanya alat pemaksa. Oleh karena itu, negara dibutuhkan untuk melakukan
pemaksaan dengan sistem perundang-undangan yang dibentuk oleh negara itu
sendiri. Berdasarkan Pasal 30-37 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas
mengamanatkan berdirinya suatu komis yang independen yang disebut dengan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut KPPU. KPPU berdiri
berdasarkan Keputusan Presiden Rl No. 75 Tahun 1999. KPPU adalah lembaga
yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai
peran multifunction dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan
mempercepat proses penanganan perkara.? KPPU mempunyai kewenangan yang
sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legidatif, serta konsultatif.
Namun dalam hal menjalankan fungsinya, lembaga ini mempunyai kewenangan
yang terkesan tumpang tindih. Sebab dapat bertindak sebagai investigator,
penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, dan juga fungsi konsultatif.

Berdasarkan dtatistik penanganan perkara pada Tahun 2014 KPPU
berkomitmen untuk memprioritaskan penegakan hukum pada kasus dugaan
pelanggaran yang bernilai |ebih dari 50 miliar, baik itu dari nilai pengadaan (untuk
kasus tender) maupun dari nilai penjualan atau omset (untuk kasus non tender).
Sepanjang tahun 2014, KPPU telah memeriksa 32 kasus persekongkolan tender
dan 25 kasus diluar tender. Diakui bahwa sekitar 56% kasus yang ditangani masih
terkait tender, namun telah mengalami penurunan porsi dibandingkan tahun lalu
yang mencapai 68%. Hal ini menunjukan bahwa persekongkolan tender
merupakan jenis kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yang paling
sering dilakukan oleh para pelaku usaha.*

Seperti kasus yang terjadi pada persekongkolan tender dalam Pengadaan
Sarana Peningkatan Mutu pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, dimana pada kasus

2Syamsul Ma’arif, tantangan Penegakan Hukum Persaingan usaha di Indonesia , dalam
Jurnal Hukum Bisnis “Vol 19, Mei-Juni, 2002.
3Hikmahanto Juwana, Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan
Usaha, Jakarta: Partnership Forr Business Competition, 2003, him, 4.
“http: //mww.kppu.go.id/docs/Lapor an%20Tahunan/LAPORAN%20TAHUNAN%20KPPU %
202014.pdf diakses pada tanggal 22 April 2016.
3
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ini melibatkan empat pelaku usaha sebagai pihak terlapor, yaitu: Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun
2012 (Terlapor 1), CV. Burung Nuri (Terlapor I1), CV. Satriya (Terlapor I11), CV.
Ferro (Terlapor 1V).

Kasus tersebut berawal dari adanya laporan yang diterima oleh Sekretariat
KPPU. Laporan tersebut berisi tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berkaitan dengan Pengadaan Sarana
Peningkatan Mutu pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012. Ada tiga hal yang menjadi
indikas adanya persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam kasus
persekongkolan tender di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ini, yang
pertama yaitu mengenai Obyek Perkara dalam Pengadaan Sarana Peningkatan
Mutu pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ,
Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 yaitu sumber dana yang berasal dari DPA
DAK APBD Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2012 dan Nilai Tota HPS
sgumlah Rp. 14.246.298.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh
Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).®

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji
lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul: “TENDER
PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI
SD/SDLB DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
JAWA TIMUR (KAJIAN PUTUSAN KPPU NOMOR 16/K PPU-L/2014)”

SPutusan KPPU Nomor. 16/K PPU-L/2014, him. 2.
8lbid. HIm. 3.
4
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat di
rumuskan beberapa permasal ahan sebagai berikut :

1. Apa benar terjadi Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Sarana
Peningkatan Mutu pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten
Probolinggo Jawa Timur?

2. Apakah diperbolehkan Panitia/Pejabat |elang mengubah persyaratan dokumen
penawaran pada saat Aanwijzing?

3. Apa akibat hukum jika Badan Usaha telah meminjam nama/memalsukan
dokumen perusahaan lain untuk mengikuti Tender sebagai Peserta Tender?

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan
akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember.

b. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum
yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang sesual
dengan readlita yang ada di masyarakat.

c. Untuk memberikan kontribus dan sumbangan pemikiran ilmiah di
bidang hukum yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan
khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta
Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

a.  Untuk mengetahui dan memahami Persekongkolan Tender yang terjadi
pada Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu pendidikan di SD/SDLB di
Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun
Anggaran 2012.
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b. Untuk mengetahui atau memahami boleh atau tidak Panitia/Pejabat
lelang mengubah persyaratan dokumen penawaran pada saat
Aanwijzing.

c. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika Badan Usaha
telah meminjam nama/memalsukan dokumen perusahaan lain untuk
mengikuti Tender sebagai Peserta Tender.

1.4 Metode Pendlitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat dalam
penyusunan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah termasuk skripsi. Hal ini
bertujuan agar analisis terhadap objek studi tersebut dapat dijalankan sesuai
dengan prosedur yang benar dan sesuai sehingga pada akhirnya kesimpulan yang
diperoleh akan mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung
kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode karena dengan
metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana
tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapal suatu tujuan artinya
peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil
harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan
yang menyesatkan dan tidak terkendali.

Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang
penulis dalam mempelgjari, menganalisa dan memahami permasalahan yang
dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu,
penulisan skrips ini menggunakan metode penelitian. Metode penelitian
merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai
cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta

menjalankan prosedur yang benar.’

"Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011,
HIm. 96.
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1.4.1Tipe Pendlitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi. Hal ini sesuai dengan perspektif ilmu hukum.®

Tipe pendlitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis
normatif (legal Research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji
penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang
berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif (legal Research) dilakukan dengan cara
mengkaji berbagal aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang,
peraturan—peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang
kemudian dihubungkan dengan permasal ahan yang akan dibahas dalam skripsi.®
1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis
karena nilai terhadap suatu pemecahan masalah dan pembahasan dalam suatu
penelitian adalah tergantung pada cara pendekatan yang digunakan.'® Pendekatan
yang dapat digunakan oleh seorang penulis dalam melakukan penelitian hukum
ada lima, vyatu pendekatan Undang-Undang (statute approach),
Pendekatan Kasus (case approach), Pendekatan Historis (historical approach),
Pendekatan Komparatif (comparative approach), dan Pendekatan Konseptual
(conseptual approach).!

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah
pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konsep
(conceptual approach), yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) yaitu pendekatan ini
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu atau fakta yang sedang ditangani dan

8bid. him.35.
9lbid. him. 29.
19Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media
Publishing, Malang, 2009, him. 300.
Upeter Mahmud Marzuki, Op. cit. him. 93.
7
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dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.'?
Adapun peraturan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang
ada di skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan ini
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang
daam ilmu hukum dengan tujuan melahirkan pengertian-pengetian
hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan
isu hukum yang dihadapi serta sebagai sandaran bagi penulis dalam
membangun suatu argumentas hukum dalam memecahkan isu hukum
tersebut.™®
1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah untuk memecahkan isu
hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengena apa yang seharusnya
diperlukan sebaga sumber penelitian. Dalam penulisan skripsi ini sumber bahan
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan tersier.!*

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan—catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang
undangan dan putusan—putusan hakim.’® Adapun yang termasuk dalam bahan
hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan
dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia

2| bid.

Blbid. HIm. 29

14Johny Ibrahim, Op. cit. him. 295.

15 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit. him. 141.
8
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tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia
Nomor 3817).

3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komis Pengawas
Persaingan Usaha.

4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diganti dengan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

5.  Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 67 tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintahan dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintahan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokass Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di
Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berguna untuk
memberikan peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana pendliti.'® Bahan
hukum sekunder terdiri atas literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, jurna-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelgjari is dari
pokok permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukum sekunder yang
digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah buku-buku teks tentang
hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dan juga jurnal-jurnal
KPPU.

18 1bid. HIm. 143.
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1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

kamus hukum, internet dan ensiklopedial’

1.5 Analisa Bahan Hukum

Anadisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk
menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan
proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta
hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Mengidentifikasikan fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak
dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi;

3. Melakukan telaah atas permasalahan yang digjukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab
permasal ahan yang digjukan;

5. Memberikan preskrispi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan
berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.®

Hasil andlisis bahan pendlitian tersebut kemudian diuraikan dalam

pembahasan guna menjawab permasalahan yang digjukan hingga sampai  pada
kesimpulan. Kemudian setelah itu ditarik kessmpulan dengan menggunakan
metode deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan menuju ke hal-hal yang
bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang
seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.®

17Johny Ibrahim, Op.cit. him. 296.
18peter Mahmud Marzuki, Op. cit. him.171.
¥1bid. him. 35.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persekongkolan
2.1.1 Pengertian Persekongkolan

Daam peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat (8) persekongkolan atau konspirasi adalah
bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha
lainnya dengan maksud untuk menguasal pasar bersangkutan bagi pelaku usaha
yang bersekongkol. Yang artinya pada pasal ini menempatkan tiga bentuk dasar
persekongkolan yang unsurnya terdiri dari pertama kegiatan persekongkolan
hanya dapat dilakukan apabila terdapat dua pihak atau lebih melakukan kerjasama
tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan kedua tujuan dari
persekongkolan adalah untuk menguasal pasar bersangkutan yaitu pasar yang
berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu ketiga dalam teori
ekonomi dikatakan terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran. Y ang
dalam situas tersebut terjadi penguasaan pasar dikuasai oleh pihak yang
melakukan penawaran. Yang akhirnya pihak yang melakukan penawaran
bersekongkol menguasai pasar atau mengatur dan menentukan pemenang tender.?

Sedangkan menurut kamus black law dictionary mendefinisikan
persekongkolan (conspiracy), a combination or confederacy between two or
persond formed of the purpose of commiting, by their joints efforts, some unlawful
or criminal act, or some act which is innocent in it self, but becomes unlawful
when done concerted action of the consirations, or for the purpose of using
criminal or unlawful means to the comission of an act not in it self unlawful

20y akub adi kristanto, Analisis Pasal 22 UU no 5 tahun 1999 dan kar akteristik putusan
KPPU tentang persekongkolan Tender, Y PHB Volume 24, Jakarta 2005, Hal 43.
2Lhttp: //thel awdictionary.org/conspiracy/ diakses padatanggal 26 April 2016
11
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Artinya Persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang
bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan bersama (Joints eforts) suatu
perilaku kriminal atau melawan hukum perbuatan yang dilakukan dua orang atau
lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan atau kegiatan bersama yang
merupakan perilaku kriminal atau melawan hukum. Dikatakan dilarang karena
ada tindakan bersama yang melawan hukum serta dilakukan secara bersama dan

melawan hukum.

Istilah Persekongkolan sendiri berasal dari yurisprudenss Mahkamah
Tertinggi Amerika Serikat, yaitu Pasal 1 Shermaan Act.??> Mahkamah Tertinggi
tersebut merumuskan bahwa terhadap pelaku usaha harus dibuktikan terjadinya
persekongkolan berlandaskan perjanjian sebagai unsur utamanya. Perjanjian
tersebut bukan hanya kesepakatan yang mengikat, tetapi juga kesepakatan yang
sederhana berupa satu tujuan. Menurut pengertian  hukum  Amerika,
Persekongkolan adalah Perjanjian yang konsekuensinya adalah perilaku yang
saling menyesuaikan. Didalam pengertian yang lazim diterima di Amerika
Serikat, Persekongkolan adalah penyatuan pendapat dan pandangan yang

dihasilkan oleh suatu pertemuan untuk melakukan tindakan bersama-sama.?®

2.1.2 Jenis-jenis Persekongkolan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan yang
bersifat Persekongkolan lewat pasal 22, 23 dan 24. Pasa-pasal tersebut
menyatakan sebagai berikut :

2Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat menggunakan Istilah “Concerted Action™. Lihat
Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, Lembaga
Pengkajian Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2000, HIm. 65.

BAzril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan
Terhadap UU No. 5 Tahun 1999), Bandung: PT Crita Aditya Bakti, 1999, HIm. 47.
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Pasal 22 :

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usahatidak sehat.

Pasal 23:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan
informasi  kegiatan usaha pesaingnya yang diklarifikasikan sebagai rahasia
perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
yang tidak sehat.

Pasal 24 :

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha
pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan
atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah,
kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Dari pasal-pasal tersebut terlihat bahwa jenis-jenis persekongkolan yang
dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli karena dianggap dapat
mengakibatkan persaingan usahatidak sehat adalah sebagai berikut :

1. Persekongkolan untuk Mengatur Pemenang Tender (Pasal 22)

2. Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan (Pasal 23)

3. Persekongkolan untuk Menghambat Pasokan Produk (Pasal 24)

2.2 Tender
2.2.1 Pengertian Tender

Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran
mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan
barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah
yang mengaukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam

13
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hal penunjukan/pemilihan langsung).?* Pengertian tender tersebut mencakup

tawaran

mengajukan harga untuk:?®

1

2
3.
4

Memborong atau mel aksanakan suatu pekerjaan.
Mengadakan barang dan atau jasa.
Membeli suatu barang dan atau jasa.

Menjual suatu barang dan atau jasa.

Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003: Tender adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, bak yang dilaksanakan secara

swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.?® Dan menurut Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Bab |
Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian Dan Istilah, Pasal 1 memuat istilah-

istilah yang menjelaskan jenis-jenis pengadaan:?’

o Peleangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang atau
Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan
yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa lainnyayang memenuhi syarat.

o Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia
yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan
yang kompleks.

Zhttps. //cse.google.com/cse?q=|arangan+ pasal+ 22+ per sekongkol an+tender & cx= partner
pub2698861478625135%3A9080238447&ie= UTF8& sa= Sear ch#gsc.tab=08&gsc.g=larangan%2
Opasal %62022%20per sekongkol an%20tender & gsc.page= 1diakses pada tanggal 14 Maret 2016.

®Komisi Pengawas Persaingan usaha, lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 2 tahun 2010 Tentang Pedoman pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, Jakarta, 2010, him. 5.

% K eppres Nomor 80 Tahun 2003 telah digantikan oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Z’Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah,
Bab I, Pasal 1, Angka 23-30.

14
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o Pedédangan Sederhana adadah metode pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernila paling tinggi
Rp. 200.000.000,00 (duaratus jutarupiah).

o Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang
memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovas tertentu
yang harga/lbiayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga
Satuan.

o Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang
memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai
harga pasar dan yang harga/lbiayanya tidak dapat ditetapkan

berdasarkan harga satuan.

Sedangkan menurut Kamus Hukum mendefinisikan Tender adalah
memborong pekerjaan/ menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong
pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau
kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu
dilakukan.?® Jadi, tender atau lelang merupakan salah satu metode sourcing atau
mencari sumber-sumber (barang/jasa) yang prosedurnya diatur dengan ketentuan
tender berdasarkan regulas pemerintah atau prosedur operasional baku/SOP
(Standard Operating Procedure) perusahaan yang cukup kompleks dibanding
metode sourcing lainnya. Oleh karena itu para praktis procurement dan juga
calon vendor/supplier perlu memahami tahapan-tahapan dalam proses tender ini,
sehingga bagian procurement dapat mengorganisir tender dengan baik dan tepat
waktu, sementara itu para peserta lelang dapat menyusun dokumen lelang secara

efektif dan memenuhi semua persyaratkan yang ditetapkan panitiatender. 2

2gudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.
Zhttp: /Aww.infor masi-tr aining.convprocurement-tender-managemen diakses tanggal 20
April 2016.
15
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2.2.2 Ruang Lingkup Tender
Daam pengertiannya tender yang termasuk dalam ruang lingkup tender
antaralain yaitu :*
1. Tawaran mengagukan harga (terendah) untuk memborong suatu
pekerjaan.
2. Tawaran menggukan harga (terendah) untuk mengadakan barang-
barang.

3. Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menyediakan jasa.

Jadi terdapat 3 (tiga) terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian
tender yaitu pemborongan, pengadaan, penyediaan. Tiga terminologi tersebut
menjadi pengertian dasar dari tender, artinya dalam tender suatu pekerjaan
meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Suatu pekerjaan/proyek
ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan
memborong mengadakan atau menyediakan barang atau/jasa yang dikehendaki
oleh pemilik pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara pemenang
tender dengan pemilik pekerjaan.!

Para pihak dalam tender terdiri dari pemilik pekerjaan/proyek yang
melakukan tender atau pelaku usaha yang ingin melaksanakan proyek yang
ditenderkan (peserta tender). Tender yang bertujuan untuk memperoleh pemenang
tender dalam suatu iklim tender yang kompetitif harus terdiri dari dua atau lebih
pelaku usaha peserta tender. Dua atau lebih pelaku usaha akan berkompetisi
dalam menggukan harga dari suatu proyek yang ditawarkan, sehingga apabila
pesertatender hanya satu maka pilihan pemilik pekerjaan menjadi lebih terbatas.

30Mangaratua Naibaho, Persekongkolan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dikota Pematang Santar Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus RSU Kota Pematang Santar), 2009, him.138. Lihat:
hppt://repository.usu.ac.id/bitstream/12345/5086/1/09E00767.pdf diakses padatanggal 20 Juni
2016.
SLAZril Sitompul, Op.cit, him. 11.
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Keterbatasan pilihan sangat tidak menguntungkan bagi pemilik pekerjaan
karena ide dasar dari pelaksanaan tender adalah mendapatkan harga terendah
dengan kualitas terbaik. Sehingga dengan keberadaan lebih dari dua peserta
tender akan terjadi persaingan dalam pengajuan harga untuk memborong,

mengadaan atau menyediakan barang/jasa.®?

2.3 Persekongkolan Tender
2.3.1 Pengertian Persekongkolan Tender

Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara
adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam
suatu tender. Segjalan pengertian-pengertian tersebut, persekongkolan dalam
tender sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah
kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender

tertentu.®

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat. Pihak lain disini tidak tidak terbatas hanya pihak
pemerintahan sgja, tapi bisa pihak swasta atau pelaku usaha yang ikut serta
dalam tender yang bersangkutan.* Persekongkolan tender (bid rigging) termasuk
salah satu perbuatan yang dianggap merugikan negara, karena terdapat unsur
manipulasi harga penawaran, dan cenderung menguntungkan pihak yang terlibat

dalam persekongkolan.®

%2Mangaratua Naibaho, Op.cit
Blbid. him. 7.
34_anny Kusumawati, Hukum Persaingan Usaha, sidoarjo : Laros, 2007, him. 135.
SAnnaMaria Tri Anggraini, Makalah Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan usaha Tidak Sehat , Jakarta, 2007, him. 15.
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Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang- terangan
maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum
dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau
memfasilitasi, atau pemberian kesempatan ekdusif, atau tidak menolak
melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut
dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.®

2.3.2 Jenis-jenis Persekongkolan Tender

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu
persekongkolan  horizontal, persekongkolan  vertikal, dan  gabungan
persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis

persekongkolan tersebut:3’

1. Persekongkolan Horizontal
Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pel aku usaha atau penyedia
barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa
pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan
dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. Berikut bagan

persekongkolan tersebut ;8

36K omisi Pengawas Persaingan usaha, Op.cit , him. 7.
¥l bid
BMustafa Kamal Rokan. 2010. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Rajawali Pers, him.188.
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Gambar 1. Persekongkolan Horizonta

2. Persekongkolan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa
pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia
lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.
Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia
lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan
bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Berikut bagan
persekongkolan tersebut :*°
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Gambar 2. Persekongkolan Vertikal

9 1bid, him.190.
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3. Persekongkolan Horizontal dan Vertika

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau
pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi. Pekerjaan dengan pelaku
usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua
atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk
persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana balk panitia tender, pemberi
pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya
secara administratif dan tertutup. Berikut bagan kedua persekongkolan tersebut :4°
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Barang &lHu JuswPin e Proses

m

e . ™ TR w

i ", T g

' Y P g

Palaku Pelak. Pelaln. g

Jsahal Lsans! Lsehe! (8]

{ | Peryadia | |a-——m | Penysca | [4-—»| | Perysce 8

HaErang Bararg Barang =
atsu Jasa alew Jaza alau Jeaa

Gambar 3. Gabungan Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

2.3.3 Unsur-unsur Persekongkolan Tender
1. Unsur Pelaku usaha

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi”

“Olbid, him. 193.
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2.

Unsur Bersekongkol

Bersekongkol adalah: “Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha

dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya

memenangkan pesertatender tertentu.”

Unsur bersekongkol antaralain dapat berupa:

1

N

o gk~ Ww

K erjasama antara dua pihak atau lebih;

Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan
penyesuaian dokumen dengan pesertalainnya;

M embandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;

Menciptakan persaingan semu;

Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau
sepatutnya mengetahui  bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk
mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak
terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang

mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Unsur Pihak Lain

Pihak Lain adalah: “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat

daam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku

usaha sebagal peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan

tender tersebut”

4.

Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: “suatu

perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol

yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya

“Mustafa Kamal Rokan, Op. cit. him. 173.
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dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”.
Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain
dilakukan dalam ha penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik,

keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.
5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah: “persaingan antar pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat

persaingan usaha’.
2.4 Pengadaan Barang dan Jasa

2.4.1 Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan barang/jasa Pemerintah merupakan dasar hukum dalam
penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam pasal 2 angka 1
Ketentuan Umum Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tersebut
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik

yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

2.4.2 Prinsip-prinsip Pengadaan barang/Jasa

Menurut pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah,
Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

a. efisen, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapa sasaran
yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungjawabkan;
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b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang
telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
sesual dengan sasaran yang ditetapkan;

c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melaui
persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang jelas dan transparan;

d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara
evaluasi, hasil evaluas, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi
masyarakat |uas pada umumnya;

e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi
semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang

berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

2.5 Pelaku Usaha
Pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi”’.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, pengertian pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 :
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“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi”’.

Daam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa termasuk dalam
pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, Badan Usaha Milik Negara,
koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Dalam penjelasan pasa
tersebut dinyatakan bahwa termasuk dalam pengertian pelaku usaha adalah
perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importir, pedagang, distributor
dan lain-lain. Meskipun begitu pengertian yang diberikan oleh Kedua Undang-
undang tersebut boleh dibilang cukup luas hingga mencakup segaa jenis dan
bentuk badan usaha, dengan tidak memperlihatkan sifat badan hukumnya,
sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi
diwilayah hukum Negara Republik Indonesia.*?

Sedangkan Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang
yang menjalankan  perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya
baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja. Daam
hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha menurut Mariam Darus
Badrulzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara
(tussen handelaar). Produsen lazim diartikan sebaga pengusaha yang
menghasilkan barang dan jasa. Menurut Agnes Toar, yang termasuk dalam
pengertian produsen adalah pembuat, grosir (whole-saler), leveransir dan
pengecer (detailer) profesional. Menurut Prof. Tan Kamello, SH. MS, importir
juga termasuk dalam pengertian produsen. Jadi, pembuat, grosir, leveransir,

importir dan pengecer barang adalah orang-orang yang terlibat penyediaan barang

“Ahmad Y ani dan Gunawan Widjaja, Seri hukum Bisnis Anti Monopoli, Jakarta: PT Raa
Grafinda Persada, 2002, him. 11.
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dan jasa sampai ke tangan konsumen. Menurut hukum, mereka ini dapat diminta
pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen. #

Pengertian pelaku usaha yang sangat luas tersebut diatas, akan memudah
konsumen untuk menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat
mengkonsumsi suatu produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada
siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.** Ruang lingkup
yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam lkatan Sarjana Ekonomi
Indonsia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai
kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, “tengkulak”, penyedia
dana,dsb.

2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang
dan/atau jasa dari barang-barang dan /atau jasa-jasa yang lain (bahan baku,
bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam
kategori ini dapat terdiri dari orang dan/ badan yang memproduksi
sandang, orang dan/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan
perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan,
perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-
obatan, kesehatan, dsb.

3. Distributor, vyaitu pelaku ussha yang mendistribusikan atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat.
Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki
ima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan

(darat, laut dan udara), kantor pengacara, dsb.*

“Tan Kamello, makalah ““Praktek Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia Sebagai
Akibat Produk Asing Di Pasar Nasional, Disampaikan Pada Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen Hukum Perdagangan, Medan: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Rl Kantor
Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, 1998), HIm. 7.

“Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja
Grafindo Persada(Rajawali Pers), 2011, Him. 9.

45 AZ.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Diadit Media, 2011, HIm. 23.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesmpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1

Bahwa benar terjadi Persekongkolan dalam Tender Pengadaan Sarana
Peningkatan Mutu pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 yang
dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor |1 dan Terlapor 111 yang telah terbukti
melanggar dan telah memenuhi unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999, sedangkan Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dan berikut bentuk Persekongkolan
yang dilakukan oleh Para Terlapor yaitu:

a. Persekongkolan Horizontal dilakukan dalam bentuk pengaturan atau
penentuan peserta tender yang dilakukan oleh peserta tender yaitu
Terlapor 11 dan Terlapor 111 yang dikuatkan adanya bukti kerjasama
yang dilakukan oleh Terlapor 1l dan Terlapor 11l melaui Riza
Febriant dalam rangka mengatur perusahaan Terlapor |l sebagai
pemenang tender perkara a quo, antara lain ditemukan terdapat
persesuaian dalam dokumen penawaran Terlapor 11, Terlapor 111, dan
Terlapor IV berupa kesamaan bentuk penyampaian dokumen
penawaran, sumber penerbit surat jaminan penawaran, kesalahan
pengetikan dalam dokumen penawaran, kesamaan produk yang
ditawarkan dan kesamaan sumber pemberi surat dukungan produk.

b. Persekongkolan vertikal yaitu Terlapor | (‘Panitia’) telah terbukti
melakukan tindakan tidak cermat dan lalai yang dilakukan oleh

Terlapor | dalam evaluas dan menghalangi para peserta tender
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lainnya dengan menetapkan standar persyaratan secara spesifik
dalam dokumen lelang pada saat aanwijzing, baik secara langsung
maupun tidak langsung telah memfasilitasi penetuan pemenang
tender dan ditemukan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh
Terlapor |1 dengan menggugurkan para peserta tender lain yang
berpotensi menjadi pemenang pada tender perkara a quo.

2. Bahwa tindakan panitia ddlam mengubah persyaratan dokumen penawaran
pada saat Aanwijzing, hal tersebut tidak diperbolehkan karena dalam Pasal
19 Ayat 5 Keppres No. 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa “Dalam
mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pgjabat pemilihan penyedia
barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi
kriteria dan tatacara evaluas tersebut dengan alasan apapun dan atau
melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding”. Perubahan
persyaratan tersebut memberatkan peserta yang lain dan juga dinilai tidak
tunduk pada Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
senggja mengarahkan aanwijzing dengan cara melibatkan adanya
pengakuan dan/atau penghargaan dari Pustekom Kemendikbud sehingga
menyulitkan peserta tender yang lain. Perubahan persyaratan yang telah
dilakukan oleh Panitia tersebut merupakan suatu upaya untuk
menggugurkan peserta tender lain dan memfasilitas pemenang. Dalam
ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun
2012 Pasa 83 ayat (1) huruf (e) yang menyatakan bahwa
pelelangan/pemilihan langsung gagal, apabila dalam evaluas penawaran
ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

3. Terkat pemasuan dokumen yang dilakukan oleh CV. Burung Nuri dan
CV. Satria yang dibantu oleh Riza Febriant dalam mengikuti Tender
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas
Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2012, maka tindakan
tersebut dapat dikenakan Pasal 35 Ayat 7 Keppres No. 80 Tahun 2003
menyatakan bahwa “Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti

melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan
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maupun pelaksanaan kontrak”. Hal tersebut dilihat dari adanya kesamaan
dan kesalahan dalam  dokumen penawaran atas nama CV. Ferro
(Terlapor 1V), CV. Eka Harapan, CV Trisuladan CV. Mecca Artha Abadi
yang menurut Maelis Komisi juga merupakan indikas tindak pidana
pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Riza Febriant untuk
memfasilitass CV Burung Nuri (Terlapor 11) sebaga pemenang tender
perkara a quo.

4.2 Saran

1. Dalam menangani kegiatan persekongkolan dalam tender tersebut
sebaiknya perlu dilakukan upaya-upaya agar tidak terus terjadi tindakan
persekongkolan dalam tender tersebut, terkait ha tersebut KPPU
seharusnya lebih berperan aktif langsung kepada para pelaku usaha,
misalnya terlibat langsung dalam kegiatan tender, dan mengadakan
penyuluhan langsung kepada para pelaku usaha mengenai adanya
ketentuan tentang larangan praktek persekongkolan dalam tender, dan
diharapkan dengan adanya penyuluhan tersebut para pelaku usaha
mengerti dan tidak melakukan praktek persekongkolan lagi. KPPU,
sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini hanya menunggu untuk
menerima laporan sgja agar bisa mengetahui telah terjadinya suatu
tindakan praktek persekongkolan dalam tender, sehingga KPPU akan
terlambat untuk mengetahui telah terjadinya persekongkolan tersebut, dan
hal ini mempengaruhi kurang efektifnya Pasal 22 Undang-Undang Nomor
5 Tahun1999.

2. Seharusnya panitia lelang dalam melakukan penilaian dan evauas
terhadap semua penawaran harus dengan cara yang baik dan benar yang
diterimanya dari setiap peserta lelang dan tidak melakukan perubahan
persyaratan dokumen penawaran pada saat aanwizing untuk memfasilitas
pemenang tender, hal tersebut sangat merugikan peserta tender yang lain.
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Karena Panitia telah melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang fatal
yang mengakibatkan persaingan usahatidak sehat.

Badan usaha seharusnya tidak meminjam nama perusahaan lain apalagi
sampai memalsukan dokumen perusahaan lain untuk mengikuti tender.
Karena hal tersebut akan membawa kerugian bagi pemberi
pekerjaan/pengguna barang dan jasa atau pemerintah maupun Badan
Usaha yang dipinjam namanya dan tindakan tersebut merupakan tindakan
yang ilegal, karena peserta lelang terkait penyedia barang dan jasa wajib
memenuhi persyaratan antara lain harus memiliki keahlian, pengalaman,
kemampuan teknis dan mangeria untuk menyediakan barang/jasa
(Perpres 54 Tahun 2010 pasa 19 ayat 1lb) dan penyedia barang/jasa
dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak
dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian
pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis (Perpres 54 tahun
2010 pasal 87 ayat 3).
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